BAB I1I

KAJIAN TEORI

A. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur disingkat
Disnakertrans Provinsi Jawa Timur merupakan organisasi pemerintah yang
menangani bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang dipimpin
oleh seorang kepala dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.'

Disnakertrans merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja dan bidang trasmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.
Disnakertrans mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintah dibidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi
kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada
Kabupaten.?

Dinas tenaga Kerja dan Trasmigrasi Tulungagung yang berada di Jalan
jayeng Kusuma No. 19 Tulungagung ini merupakan Kantor Departemen
Trasmigrasi kabupaten Tulungagung pada tahun 2001, ketika diberlakukan
otonomi daerah, berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah No. 84 tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka di gabunglah 3 Instansi yaitu:

1https://idalamat.com/alamat/41130/dinas-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kabupaten-
tulungagung, diakses pada 15 Juni 2019

2https://www.banyuwangikab.go.id/skpd/unit20101/dinas-tenaga-kerja-dan  transmigrasi
.html, diakses pada 15 Juni 2019
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kantor Departemen Transmigrasi, kantor Depatermen Tenaga Kerja dan
cabang Dinas perburuhan provinsi Jawa timur menjadi Dinas Tenaga Kerja
dan Trasmigrasi Kabupaten Tulungagung.® Dinas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi (Disnakertrans) mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan
Trasmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, tenaga kerja dan transmigrasi
mempunyai Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja dan transmigrasi
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk
melaksanakan tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pelatihan tenaga kerja dan
produktivitas, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, hubungan
industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan ketenagakerjaan.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja an
transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan pengawasan
ketenagakerjaan

3. Pembinaan dan fasilitasi bidang tenaga kerja dan transmigrasi lingkup

provinsi dan kabupaten/kota

3 Database Disnakertrans Kab. Tulungagung 2016
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4. Pelaksanaan tugas di bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi,
pelatihan kerja dan produktivitas, pengawasan ketenagakerjaan,
hubungan industrial dan jaminan sosial, serta ketransmigrasian

5. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan
transmigrasi

6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

B. Pemberdayaan
Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “empowerment” yang biasa

diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan
“kekuasaan” (power) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.*
Pemberdayaan masyarakat merupakan serangkaian upaya untuk menolong
masyarakat agar lebih berdaya dalam meningkatkan sumber daya manusia
dan berusaha mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga dapat
meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam memanfaatkan potensi

yang dimilikinya sekaligus dapat meningkatkan kemampuan ekonominya

melalui kegiatan-kegiatan swadaya.

Ketidakberdayaan dapat dirumuskan sebagai keadan dari masyarakat yang
hidup serta kekurangannya, keterbelakangan, dari ketertinggalan yang

terjadi bukan karena dikehendaki oleh manusia. Keadaan sosial ekonomi

4 Abu Hurairah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi
Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2008), hal. 82
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masyarakat di wilyah pedesaan masih ditandai oleh pertambahan penduduk
yang cukup pesat dan sebagian besar masih tergantung, pada sektor

pertanian serta sektor-sektor tradisional.’

Menurut Edi soharto, pemberdayaan secara konseptual pemberdayaan
atau pemerkuasaan (empowerment) berasal dari kata power (kekuasaan atau
keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan
kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan,

terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Mahendra, pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang
berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua
potensi yang ada secara evolutif dengan Kketerlibatan semua potensi.®
Berbagai definisi permberdayaan menurut para ahli diatas dapat jadikan
sebagai rujukan dalam menganalisa konsep pemberdayaan masyarakat
Islam. Islam adalah agama yang sempurna, Islam merupakan agama yang
mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga menjelaskan dan
memberikan cara serta solusi terhadap problematika kehidupan, baik
masalah akidah, ibadah, moral, akhlak, muamalah, politik, mengentaskan
kemiskinan dan lain sebagainya. Dari definisi tersebut, Islam mencoba
membuat konsep tentang pemberdayaan masyarakat Islam.
Pemberdayaan masyarakat Islam merupakan bagian dari dakwah. Namun

kegiatan dakwah yang sudah mengalami perubahan paradigma. Dengan

5 Nazaruddin Malik, Dinamika Pasar tenaga kerja Indonesia, (Malang:
Universitas Muhamadiyah Malang, 2016), him. 55
6 Ibid., him 83
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demikian konsep keberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan
suasana kemanusiaan yang adil dan beradab yang semakin efektif secara
struktural dalam bidang politik, sosial, buadaya dan ekonomi baik di dalam
kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional maupun intenasional
Pemberdayaan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk
meningkatkan ~kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam
meningkatkan taraf hidupnya, upaya itu hanya bisa dilakukan dengan
membangkitkan keberdayaan mereka, untuk memperbaiki kehidupan di atas
kekuatan sendiri. Asumsi dasar yang dipergunakan adalah bahwa setiap
manusia mempunyai potensi dan daya, untuk mengembangkan dirinya

menjadi lebih baik.”
Dengan demikian, pada dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam upaya

peningkatan keberdayaan dirinya. Dalam rangka pemberdayaan ini upaya
yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan
serta akses ke dalam kemampuan sumber ekonomi seperti modal,
keterampilan, teknologi, informasi dan lapangan kerja, pemberdayaan ini
menyangkut pembangunan sarana dan prasarana dasar, baik fisik maupun

non fisik.?
Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis,

secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi masyarakat yang ada
secara partisipatif. Dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya
masyarakat madani yang majemuk, penuh kesinambungan kewajiban dan

hak, saling menghormati tanpa ada yang asing dalam komunitasnya.

7 1bid., him 84
8 Engking Soewarman Hasan, Strategi Menciptakan Manusia Yang Bersumber Daya
Unggul, (Bandung: Pustaka Rosda Karya, 2002), hal 56-57
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Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program
pemberdayaan, yaitu prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau
kemandirian, dan berkelanjutan. Adapun lebih jelasnya adalah sebagai
berikut:’
1. Prinsip Kesetaraan
Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan

masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara
masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program
pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian
masyarakat adalah program yang sifatnya partisipastif, direncanakan,
dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk
sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang
melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan

masyarakat.

3. Keswadayaan atau kemandirian
Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan

kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak
memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (the
have not), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (the
have little). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan
yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi

lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-

9 Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan Masyarakat
di Lahan Gambut, (Bogor: Wetlands International — 1P, 2005), hal. 54
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norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan
dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.
4. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun
pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat
sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin

berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu

mengelola kegiatannya sendiri.
Tujuan pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat

khususnya kelompok lemah yang tidak berdaya, baik karena kondisi internal
maupun karena kondisi eksternal.'’Guna memahami tentang pemberdayaan
perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dengan ketidakberdayaan
yang dialaminya. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara
operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang
dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika
sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap wupaya dapat
dikonsentrasikan pada aspek- aspek apa saja dari sasaran perubahan yang
perlu dioptimalkan." Untuk negara-negara yang sedang berkembang, di
mana “labour surplus economy”, modal pembangunan tidak dapat
digantungkan hanya pada tersedianya atau kemungkinan tersedianya dana
investasi.” Manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan
pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian,

pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau

10 Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, Pemberdayaan.., hal. 54

11 Sri Najiati,Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambuthal.................... 54

12 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia suatu pendekatan makro, (Jakarta:
PT Bumi aksara,2004), hlm. 11
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perusahaan bisnis. Manajemen sumber daya manusia terdiri dari
serangkaian kebijakan terintegrasi tentang hubungan ketenagakerjaan yang

mempengaruhi orang-orang dan organisasi."
Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya
pendapatan riil per kapita. Tujuan pembangunan ekonomi di samping untuk
menaikkan pendapatan nasional riill juga untuk meningkatkan

produktivitas.

C. Tenaga Kerja Indonesia Purna
Menurut Lincolin Arsyad, Migran adalah perpindahan penduduk dari

suatu daerah tertentu ke daerah lainnya. Migran dipengaruhi oleh banyak
faktor dan kompleks. Oleh karena migrasi merupakan suatu proses memilih
yang mempengaruhi individu-individu dengan karakteristik ekonomi, sosial,
pendidikan, dan demografis tertentu, maka pengaruh-pengaruh ekonomis
dan nonekonomis bisa berbeda-beda tidak hanya antar negara dan wilayah

tetapi juga di dalam daerah geografis dan penduduk tertentu.'
Sebagaimana dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik

Indonesia No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri, dijelaskan bahwa calon tenaga kerja
Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara

Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di

13 Burhanudin yusuf, Manajemen Sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah,

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.27

hlm. 5

2012),

14 Trawan, Ekonomi Pembangunan edisi keenam, (yogyakarta: BPFE yogyakarta, 2002),

15 Lincolin Arsayad, Ekonomi pembangunan edisi keempat, (Yogyakarta: Aitya Media,
hlm. 284
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luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Sementara tenaga kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI

adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja
di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan
menerima upah. Tenaga Kerja Indonesia ialah sebutan bagi warga negara
Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka
waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan Tenaga kerja Indonesia
Purna ialah warga negara Indonesia yang bekerja di negara asing dalam
hubungan kerja untuk jangka tertentu dengan menerima upah sesuai
ketentuan masing-masing negara tujuan yang sudah habis atau selesai masa

kerjanya atau masa kontraknya.
Salah satu indikator yang terpenting di dalam menilai perkembangan

ekonomi adalah struktur pekerja menurut sektor. Keseimbangan antara
tenaga kerja di sektor-sektor produksi materiil dengan sektor-sektor jasa
sangat menentukan perkembangan ekonomi. Pada umumnya di negara-
negara yang sedang berkembang jumlah tenaga kerja di sektor-sektor
produksi materiil meliputi jumlah yang terbesar.'®

D. Usaha Kecil dan Menengah
Pembahasan usaha kecil dan menengah mengenai pengelompokan jenis

usaha yang meliputi usaha industri dan usaha perdagangan. Pengertian
tentang usaha kecil menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep

yang digunakan negara tersebut."’

16 Basir Barthos, Manajemen Sumber Daya Manusia, suatu pendekatan makro, (Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2004), him. 13.

17 Tiktik Sartika Pramono, Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), him. 13
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1. Usaha Kecil
Usaha kecil alaha usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai.
Kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang usaha Mikro, Kecil dan

Menengah. Kriteria usaha adalah sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (Lima puluh juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000 (Lima ratus juta

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat,usaha, atau
b. Memiliki hasil penualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar

lima ratus rupiah)®
Usaha kecil ialah kegiatan usaha yang mempunyai modal awal kecil, atau

nilai kekayaan (asset) yang kecil dan jumlah pekerja yang juga kecil. Nilai
modal awal atau jumlah pekerja itu bergantung kepada definisi yang
diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan-tujuan tertentu.
Untuk malaysia, pemerintah mereka mendefinisikan perusahaan kecil
sebagai perusahaan yang mempunyai modal awal kurang dari RM 500.000
dan juga mempunyai jumlah pekerja kurang dari 20 orang. Definisi yang
dibuat oleh pemerintah Indonesia dan juga malaysia bertujuan untuk
menyalurkan bantuan-bantuan seperti pinjaman melalui program bantuan

yang dibuat.
2. Pengertian Usaha Menengah

18 www.bi.go.id diakses pada 10 Juli 2019.
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Dalam Undang-undang tersebut dalam bab IV pasal 6 menyebutkan

bahwa kriteria usaha menengah sebagai berikut:*

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh

milyar rupiah) termasuk tanah dan bangunan
b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua

milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak

Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
Selain pengertian diatas, juga terdapat pengertian secara umum

mengenai usaha kecil dan menengah. Menurut keputusan Presiden RI no. 99
tahun 1998 pengertian usaha kecil menengah ialah kegiatan ekonomi rakyat
yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan
kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan

usaha yang tidak sehat.
Menurut badan pusat statistik pengertian usaha kecil ialah berdasarkan

kuantitas tenaga kerja, usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki
jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan
entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang. Berdasarkan
keputusan Menteri Keuangan nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni
1994 ialah perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan
usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya
Rp 600.000.000 atau aset atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di

luar tanah dan bangunan yang ditempat). Usaha kecil menengah (UKM)

19 Andjar Prasetyo, UKM Kelayakan Usaha dan pengukuran Kinerja, (Jakarta: Indocamp,
2016), hlm. 5
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ialah salah satu motor penggerak perekonomian. UKM merupakan tulang

punggung perekonomian.*

3. Jenis dan Bentuk Usaha Kecil Menengah (UKM)
Jenis dan bentuk dari usaha kecil menengah (UKM) tidak selalu sama di

setiap negara, pada umumnya selalu bervariasi tergantung pada konsep
yang digunakan negara tersebut. Dalam setiap definisi sedikitnya memiliki
dua aspek yang sama, yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek

pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap

dalam gagasan/kelompok perusahaan tersebut misalnya menurut
pembagiannya:
Jenis Usaha Skala Usaha Jumlah Pekerja
Usaha kecil Kecil I-kecil 1-9 pekerja
Kecil I1-Kecil 10-19 pekerja
Usaha Menengah Besar-Kecil 100-199 pekerja

Kecil-Menengah

200-499 pekerja

Menengah-Menengah

500-499 pekerja

Besar-Menengah

1000-1999 pekerja

Usaha Besar

Besar-Menengah

>2000 pekerja

kegiatan perusahaan pada prinsipnya dapat dikelompokkan dalam tiga jenis
usaha yaitu:
a. perdagangan/distribusi

jenis usaha merupakan usaha yang terutama bergerak dalam kegiatan
memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau dari tempat yang
mempunyai kelebihan persediaan ke tempat yang membutuhkan. Jenis

usaha bergerak di bidang pertokoan, warung, rumah makan, peragen,

penyalur, pedagang, perantara, tengkulak, dan sebagainnya.
b. produksi/industri

20 Andjar Prasetyo, UKM Kelayakan Usaha ........ , hlm. 5
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usaha produksi/industri adalah jenis usaha yang terutama bergerak dalam
kegiatan proses pengubahan suatu bahan/barang menjadi bahan/barang yang
lain yang berbeda bentuk atau sifathya dan mempunyai nilai tambah.
Kegiatan ini dapat berupa produksi/industri pangan, pakaian, peralatan
rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan dan sebagainnya. Kegiatan sektor
pertanian, periklanan, peternakan, perkebunan dan kegiatan penangkapan
ikan termasuk jenis usaha produksi.
c. Komersial

Usaha jenis komersial merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan
pelayanan atau menjual jasa sebagai kegiatan utamanya. Seperti asuransi,
bank, konsultan, biro perjalanan, pariwisata, pengiriman barang, bengkel,

salon, penginapan, gedung, bioskop dan sebagainya.

4. Keunggulan dan kelemahan Usaha Kecil dan Menengah UKM
Beberapa keunggulan yang dimiliki oleh usaha kecil menengah (UKM)

dibandingkan dengan usaha besar antara lain:*!
a. Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam

pengembangan produk
b. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil
c. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar

yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala

besar yang pada umumnya birokratis
d. Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
Kelemahan yang dimiliki usaha kecil dan menengah (UKM)
a. Kesulitan pemasaran
Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran yang dihadapi

oleh pengusaha UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar

76

21 Ferra Pujiyanti, Perpajakan dan UKM, (Jakarta: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), hlm.
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domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha
besar dan impor, maupun di pasar ekspor.
b. Keterbatasan finansial

UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial
antara lain: modal dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat
diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan SDM dalam aspek-aspek kewirausahaan, manajemen,
tekhnik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-
mesin, organisasi, pemprosesan data, teknik pemasaran, dan penelitian.
d. Masalah bahan baku

Selama masa krisis, banyak sentra-sentra usaha kecil dan menengah
seperti sepatu dan produk-produk textile mengalami kesulitan mendapatkan
bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat
mabhal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.
e. Keterbatasan teknologi

Berbeda dengan negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih
menggunakan teknologi tradisional dalam bentuk mesin-mesintua atau alat-
alat produksi yang sifatnya manual.”
E. Pemberdayaan tenaga kerja Indonesia purna berbasis

pengembangan usaha kecil dan menengah menurut prespektif

Ekonomi Islam
Islam  sebagai sistem ekonomi yang diharapkan = mampu

mendeskrontruksikan perkiraan dan perilaku ekonomi manusia modern
sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan jati diri dan
fitrahnya sebagai homo economics tanpa kehilangan vitalnya sebagai homo

mistikus. Landasan filsofis dasar dari pendekatan Islam terhadap

22 Tulus T.H. Tambunan, usaha kecil dan menengah di Indonesia, beberapa isu penting,
(Jakarta: Salemba empat,2002), hlm. 32
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pembangunan ekonomi. Pembangunan dalam Islam memiliki keunikan
tersendiri. Dan berpijak dilandasan-landasan prinsip-prinsip pokok ajaran

Islam yang universal dan inklusif.
Landasan filsofis dasar dari pendekatan Islam dalam pembangunan

ekonomi menurut syed nawab heidar ialah mencakup empat unsur, yaitu:
1. Tauhid

Ajaran islam paling fundamental adalah doktrin tentang kesatuan (al-
tawhid), Tauhid merupakan fondasi yang meletakkan dasar-dasar (basic)
antara Allah dengan manusia, dan manusia dengan sesamanya, manusia
dengan dirinya serta manusia dengan alam lingkungan dengan sekitarnya.
2. Keseimbangan

Dalam al Qur’an landasan ini mendapat pendasaran dari jumlah ayat.
Dalam implementasinya landasan ini terlihat pengaruhnya dalam berbagai
aspek tingkah laku ekonomi Muslim. Prinsip ini mengantarkan manusia
keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda, sehingga praktek
monopoli pemusatan kekuatan ekonomi-penguasaan pangsa pasar dan
semacamnya harus dihindari.
3. Keadilan

Keadilan dalam konteks kajian nilai Islam adalah keadilan sosial.
Gagasan Islam tentang nilai keadilan sosial bersifat serba meliputi.
Meskipun Islam menghormati hak-hak milik individu keadilan tidak selalu
berhubungan dengan melayani kepentingan individu.
4. Kehendak bebas

Kehendak bebas ialah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa

Allah SWT memilikikebebasan mutlak, tetapi Dia jug menganugerahkan

kebebasan kepada manusia. Namun demikian, kebebasan yang
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dianugerahkan kepada manusia sebagai makhluk otonomi adalah kebebasan

yang terbatas.
Menurut teori Akhmad Mujahidin, pemerintah merupakan intitusi yang

sangat dibutuhkan untuk mengatur segala urusan masyarakat. Bahkan ia
berpandangan agama tidak bisa ditegakkan tanpa negara. Eksistensi negara
dalam kehidupan suatu komunitas masyarakat dan negara menjadi sebuah
keniscayaan. Negara tetap diperlukan untuk mengayomi masyarakat dan
mengontrol terciptanya orde sosial, ekonomi secara seimbang dalam

kehidupan masyarakat.
Dalam upaya pemberdayaan usaha ekonomi rakyat, negara sebagai supra

sosial harus memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan
kesempurnaan jati diri masyarakatnya. Hak-haknya perlu mendapatkan
prioritas utama dengan cara menciptakan suasana yang kondusif bagi
tegaknya keadilan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak
dapat dipisahkan dari peran negara. Membiarkan ekonomi berjalan sesuai
dengan mekanisme pasar tidak akan melahirkan keseimbangan sosial.
Dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat, negara memikul tanggung
jawab dalam mengelola kekayaan alam negara untuk memajukan dan

mensejahterakan kehidupan rakyatnya.*
Menurut teori M. Sholahuddin ajaran Islam adalah ajaran yang berusaha

menyeimbangkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan
ekonomi. Rasulullah sebagai kepala Negara, telah menunjukkan bagaimana
upaya beliau dalam mengoptimalkan peran negara dan masyarakat, sehingga

keduanya mampu menjadikan Madinah sebagai pusat kekuatan baru dalam

96.

23 Akhmad Mujahidin, Ekonomi islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.
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kancah perekonomian global pada saat itu. Peran pemerintah atau negara
dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan. Titik berangkat dari
konsep keadilan ini adalah ketika pemerintah menjadikan simpul terlemah

masyarakat sebagai basis penyusunan kebijakan ekonomi.**
Menurut teori yusuf Al-Qardhawi dalam mewujudkan kemandirian

ekonomi umat, kaidah penting dalam ekonomi Islam. Artinya, umat Islam
harus memiliki berbagai pengalaman, kemampuan, dan sarana yang
menjadikannya mampu berproduksi guna memenuhi kebutuhannya, baik
secara materi maupun nonmateri. Al-Quran telah menyebutkan sebuah
contoh dari perencanaan yang memakan waktu selama lima belas tahun
meliputi peningkatan produktivitas, penyimpanan, pengambilan, dan
pendistribusian bahan makanan dalam menghadapi krisis kelaparan dan

kekeringan.”
Mendayagunakan dan memfungsikan aset ekonomi dan kekayaan materi

dengan baik perlu dilakukan, agar tidak membiarkan sesuatu tanpa guna.
Aset adalah amanah yang harus dijaga dan nikmat yang harus disyukuri
dengan mempergunakannya secara tepat guna. Menurut Islam, pada
hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja meskipun hasil pekerjaanya
belum dapat dimanfatkan olehnya, oleh keluarga, atau oleh masyarakat, juga
meskipun tidak satupun dari makhluk Allah, termasuk hewan, dapat
memanfaatkannya. Ia tetap wajib bekerja merupakan hak Allah dan salah

satu cara mendekatkan diri kepada-Nya. Oleh sebab itu Islam mengajurkan

24 M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),
hlm. 132.

25 Yusuf Qardhawi, Daurul Qiyam wal Aklaq fil Iqtishadil Islam, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2001), hlm. 131.
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umatnya untuk menciptakan produksi dan berperan dalam berbagai bentuk
aktivitas ekonomi. Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad.*

F. Penelitian terdahulu yang relevan
Untuk dapat mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan penelitian

terdahulu dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Peran Dinas
Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Tulungagung dalam

Pemberdayaan TKI Purna berbasis pengembangan UMKM.
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Dian Ratika Yuniasari. Jurnal, Peran

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian. 2017. Tujuan Penelitian ini Usaha Mikro
Kecil dan Menengah merupakan salah satu roda penggerak kegiatan
perekonomian di Indonesia. Saat ini dibutuhkan peran pemerintah dalam
pemberdayaan UMKM agar usaha tersebut mampu tetap eksis dan bertahan
dalam arus perekonomian. Sektor industri menjadi tiang penyangga utama
dari perekonomian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas
Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan
usaha tas di Desa Loram Kulon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan
untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya
pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif

dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.”’
Persamaan penelitian ini adalah pada permasalahan yang diangkat yaitu

membutuhkan peran pemerintah dalam roda penggerak perekonomian
UMKM agar terus eksis dan berkembang, Sedangkan perbedaannya terletak

di lokasi.

26 M. Sholahuddin, Asas-asas Ekonomi Islam..., hal. 130

27 Dian Ratika Yuniasari, Peran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM
dalam pemberdayaan UMKM sentra tas di desa loram kulon kecamatan jati Kabupaten Kudus.,
Diakses pada 2 April 2019



34

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sayid Abas. Jurnal. Model
pemberdayaan TKI Pasca migrasi melalui ekonomi produktif menuju
keluarga sakinah. Vol. 04 no 01. 2014. ISN 2088-3390. Model
pemberdayaan TKI pasca migrasi melalui usaha ekonomi produktif menuju
keluarga sakinah tujuan penelitian ini merupakan model pemberdayaan yang
berbeda dengan pemberdayaan selama ini yang telah dilakukan oleh
pemerintah atau yang ditawarkan oleh beberapa lembaga LSM. Model
pemberdayaan ini akan menghasilkan para mantan TKI atau TKI pasca
migrasi benar-benar menjadi berdaya di negeri sendiri. Tidak harus pergi —
pulang— pergi lagi menjadi TKI demi kelangsungan hidup mereka. Mereka
akan dilatih, ditraining dan didampingi sampai mereka benar-benar
memiliki usaha ekonomi produktif yang mandiri yang bisa menghasilkan

dan bisa menghidupi kebutuhan hidup keluarganya.®
Persamaan penelitian ini adalah pada permasalahan yang diangkat yaitu,

bagaimana menciptakan kemandirian ekonomi Tenaga Kerja Indonessia
setelah bekerja di luar negeri dan tidak kembali lagi. Perbedaannya terletak

di Lokasi, dan
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sri Wahjuni Jurnal bisnis,

manajemen dan perbankan. Judul pemberdayaan mantan TKI melalui
pengembangan usaha berbasis potensi lokal, Vol. 2 no: 12016:67-80.
Universitas muhamadiyah sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui karateristik mantan TKI tersebut dari aspek sosial, budaya dan

ekonomi, serta menganalisis potensi sumber daya alam dan sumber daya

28 Sayid Abas, “Model pemberdayaan TKI Pasca migrasi melalui ekonomi produktif
menuju keluarga sakinah”. Jurnal 2014 Vol. 04 no 01. ISN 2088-3390. Diakses pada 2 April 2019



35

pendukung sehingga diharapkan dapat memberikan informasi mendasar
untuk menyusun strategi pemberdayaan mantan TKI melalui pengembangan
usaha sesuai dengan karakteristiknya dan sesuai dengan potensi lokal.
Selanjutnya menggali informasi tentang faktor-faktor yang dipertimbangkan
dalam pengambilan keputusan investasi usaha pada daerah tersebut. Teknik
analisis data dilakukan dengan pendekatan diskriptif kualitatif. Untuk
mendiskripsikan karakteristik mantan TKI dilakukan analisis statistik
diskriptif dan digambarkan dengan bagan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa mantan TKI di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang memiliki
karakterisrik sosial dan budaya yang cukup, namun memiliki karakteristik
ekonomi yang rendah. Sesuai dengan karakteritik skill mantan TKI dan
potensi sumber daya alamnya maka potensi usaha yang relevan adalah
mendukung Wisata Pantai dan Goa di Malang Selatan. Beberapa jenis
usahanya antara lain usaha produksi makanan ringan berbasis singkong dan
souvenir berbasis tanaman kelapa. Faktor suku bunga, pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya alam dan
birokrasi yang mudah menjadi domain pendukung investasi. Namun
sebaliknya, kualitas sumber daya manusiadan tehnologi yang rendah

menjadi domain kendala investasi.*
Persmaan penelitian ini adalah pada permasalahan yang diangkat yaitu

bagaimana cara memberdayaankan Tenaga kerja Indonesia pasca migrasi

dengan mengidentifikasi potensi lokal, sosial dan budaya untuk dijadikan

29 Sri Wahjuni,” Pemberdayaan mantan TKI melalui pengembangan usaha berbasis
potensi lokal”, Jurnal bisnis manajemen dan perbankan, (sidoarjo: universitas muhamadiyah,
2016) Vol. 2 No:1 Diakses pada 10 Juli 2019
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berdaya di negeri sendiri dengan membangun kemandirian ekonomi dengan
potensi lokal yang terdapat di daerah tersebut. Sedangkan perbedaannya

terletak di tempat dan tidak adanya campur tangan pemerintah.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bayu Prakoso. Jurnal Kebijakan

Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dalam perluasan kesempatan kerja di
yogyakarta. ISSN : 0853-0262. 2006. Tujuan penelitian ini Dinas Tenaga
Kerja dan Trasmigrasi masih belum berubah dalam membuat kebijakan
perluasan kesempatan kerja. Kebijakan perluasan kesempatan kerja masih
dibuat terlebih dahulu baru kemudian diajukan anggaranya. Dengan
mendasarkan pada anggarannya yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan
Trasmigrasi, maka daya serap program menjadi kurang efektif. Hal ini
disebabkan adanya perbedaan antara realita persediaan angkatan kerja

dengan permintaan pasar kerja.*
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Purbathin adi. Konsep

Pemberdayaan partisipan dan kelemahan dalam pembangunan. 2014. Tujuan
penelitian ini Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah
demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas
tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan
program pembangunan. Pemberdayaan dan partisipasi muncul sebagai dua
kata yang banyak diungkapkan ketika berbicara tentang pembangunan.
Meskipun demikian, pentingnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat
belum sepenuhnya dihayati dan dilaksanakan oleh stakeholders

pembangunan, baik dari kalangan pemerintah, swasta, LSM, dan

30 Bayu Prakoso, “Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dalam perluasan
kesempatan kerja di yogyakarta” . ISSN : 0853-0262. 2006. Diakses 4 April 2019
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masyarakat. Bahkan di kalangan masyarakat sendiri masih gamang
menghadapi praktek partisipasi dalam melaksanakan setiap tahapan
pembangunan di lingkungannya. Di sisi lain, hampir semua proyek dan
program pemerintah mensyaratkan pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaanya, dimana masyarakat ditempatkan pada
posisi strategis yang menentuka keberhasilan program pembangunan. Akan
tetapi, dalam prakteknya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sering

disalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.*"
Persamaan penelitian ini adalah pada permasalahan yang diangkat yaitu

perlunya peran pemerintan dan masyarakat dalam upaya pembangunan
ekonomi, dalam pemberdyaan semua berjalaan beriringan. Sedangkan

perberdaannya terletak pada lokasi penelitian
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tavi Supriana, Jurnal Peran Usaha

TKI Purna terhadap pengembangan ekonomi lokal dan faktor yang
mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna di Provinsi Sumatera Utara,
Vol. 14 No. 1, Juli 2010: 42-50. Peneitian ini bertujuan untuk menganalisis
peranan usaha TKI Purna terhadap perluasan ksempatan Kerja dan
pemberdayaan ekonomo rakyat, serta menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna. Penelitian yang dilakukan di
sumatera utara. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif. Usaha TKI Purna berperan dalam pengembangan ekonomi lokal.
Usaha TKI Purna menciptakan pendapatan baik untuk pengusaha maupun

pekerja dan sektor-sektor lain mendukungnya. Untuk meningkatkan

31 Agus Purbathin adi, “Konsep Pemberdayaan partisipan dan kelemahan dalam
pembangunan”. Jurnal 2014. Diakses pada 5 April 2019
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pendapatan usaha TKI Purna diperlukan perbaikan materi pada bimbingan

teknis dan perbaikan sistem pembinaan lanjutan.*
Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yaitu

deskriptif kualitatif dan pada tema penelitiannya. Perbedaan adalah pada

tempat dan lokasi penelitian
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Tissa Silvia. Jurnal pemberdayaan

masyarakat mantan buruh migran korban traficking di kabupaten wonosobo.
Jurnal kajian ilmu administrasi negara. Vol. 5 no 2 tahun 2017. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat mantan buruh migran di Kampung Buruh Migran Desa Tracap
Kecamatan Kaliwiro Wonosobo. Desain penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan
masyarakat mantan buruh migran korban trafficking di Kampung Buruh
Migran dilaksanakan melalui penguatan ekonomi dan penguatan kapasitas.
Kegiatan pemberda yaan yang berhasil dalam penguatan ekonomi dibidang
koperasi dan simpan pinjam sedangkan pemberdayaan yang belum berhasil
dibidang peternakan dan pertanian, kemudian dalam penguatan kapasitas
pelatihan dan sosialisasi belum berjalan efektif. Keseluruhan pemberdayaan
dilaksanakan melalui tujuh tahapan pemberdayaan. Faktor penghambat yang
mempengaruhi tercapainya tujuan pemberdayaan adalah kualitas SDM
mantan buruh migran yang masih rendah, kurangn ya koordinasi dengan

pemerintah, harapan masyarakat sasaran mendapatkan bantuan dalam

32 Tavi Supriana, “Peran Usaha TKI Purna terhadap pengembngan ekonomi lokal dan
faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha TKI Purna di Provinsi Sumatera Utara”, Jurnal
Humaniora (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010) Vol. 14 No. 1. Hlm. 42-50, Diakses pada 5
April 2019
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bentuk barang atau uang dan kurangnya peran serta pemerintah dalam

keberlanjutan program.®
Persamaan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya yaitu

deskriptif kualitatif, dan tema yang diangkat sama yaitu, penguatan ekonomi
bagi tenaga kerja indonesia purna. Sedangkan perbedaannya terletak pada

tidak adanya peran pemerintah dalam penguatan ekonomi
Penelitian terdahulu dilakukan oleh Renny Oktavia, jurnal masharif al

syariah, penguatan kapasitas pelaku bisnis mikro melalui penataan
pengelolaan keuangan usaha: pandangan islam. Vol 3 no 2 tahun 2018
ISSN: 2527-6344. Tujuan penelitian ini adalah Kelompok usaha mikro
merupakan kelompok yang dapat mendorong sektor riil, untuk mengurangi
pengangguran dan kemiskinan di negara kita. Untuk itu, perlu peran dari
seluruh pihak dalam mendorong pertumbuhannya. Upaya mendorong
pertumbuhan usaha mikro adalah dengan selalu memantau perkembangan
usahanya, yaitu melalui proses pencatatan keuangan usaha yang tertata baik.
Oleh karena itu, pendampingan pada kelompok usaha mikro ini, dilakukan
dengan proses-proses untuk meningkatkan keahlian anggota kelompok,
tentang pencatatan keuangan usaha yang sesuai dengan aturan pencatatan

keuangan.*
Persamaan penelitian ini terletak pada penelitiannya deskriptif kualitatif

dan dalam penguatan ekonomi mikro dibutuhkan peran dari semua, agar

33 Tissa silvia, “pemberdayaan masyarakat mantan buruh migran trafficking di
Kabupaten wonosobo”, jurnal kajian ilmu administrasi negara, Vol. 5 no 2 tahun 2017. Hlm. 175-
184

34 Renny oktavia. “Penguatan kapasitas pelaku bisnis mikro melalui penataan
pengelolaan keuangan usaha: pandangan islam”. Jurnal Masharif al syariah (Sidoarjo: universitas
Muhamadiyah, 2018), Vol. 3 no.2 ISSN: 2527-6344. Diakses pada 9 Juli 2019.
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pertmbuhan ekonomi meningkat. Sedangkan perbedaanya terlatak di lokasi

penelitian.
Penelitian ini dilakukan oleh Kusuma chandra kirana, analisis faktor

intensi kewirausahaan tenaga kerja wanita purna gunung kidul untuk
kmandirian. Jurnal ekonomi dan keuangan, akreditasi no. 32a/E/KPT/2017,
R—ISSN 2548-5024. Tujuan penelitian ini adalah untuk, menganalisis
pengaruh kepribadian, lingkungan dan demografi para TKW purna di
Kabupaten Gunug Kidul Yogyakarta, dengan mengetahui besarnya pengaruh
dari variabel yang diteliti, diharapkan dapat memberikan saran yang tepat
untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Gunung Kidul Yogyakarta.
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode sampling. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif, sampel diambil dari populasi subyek
penelitian yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data primer dan data sekunder yang sifatnya sebagai pelengkap.
Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah mantan TKW di Kabupaten
Gunung Kidul Yogyakarta. Teknik pengambilan data dilakukan dengan
melalui kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini
yaitu, terdapat korelasi parsial dari variabel kepribadian, lingkungan dan
demografi terhadap Intensi kewirausahaan TKW purna, diantara ketiga
varibel, lingkungan memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap intensi.
Secara simultan menunjukkan adanya korelasi dari variabel kepribadian,
lingkungan dan demografi terhadap intensi kewirausahaan TKW purna di

Gunung Kidul.
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Persamaan penelitian ini terletak pada tema yaitu bagaimana
menciptakan kemandirian ekonomi kepada Tenaga Kerja Indonesia Purna
agar berdaya di negeri sendiri. Sedangkan perbedannya terletak pada metode

penelitiannya yaitu dengan kuantitatif.



